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Pendapatan Asli Daerah - Realisasi PBB Meningkat, Bupati Barru: Terima Kasih 

Bapenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Gambar: 

https://sulsel.fajar.co.id/2024/03/19/realisasi-pbb-meningkat-bupati-barru-terima-kasih-bapenda/ 

 

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak 

Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 kepada Camat se-

Kabupaten Barru di Lantai 6 Menara MPP Kantor Bupati Barru, Senin 18/3/2024. 

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si mengatakan pajak mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah 

untuk membiayai belanja daerah yang salah satu dari pajak daerah tersebut adalah PBB-P2. 

"Saya sampaikan apresiasi kepada Kepala Bapenda bersama jajarannya atas berbagai 

inovasi yang telah dilakukan sehingga realisasi penerimaan PBB P-2 dari tahun ketahun 

mengalami peningkatan", sebut Bupati. 

Pada kesempatan tersebut Bupati mengatakan Pemerintah Daerah telah melakukan 

berbagai upaya peningkatan PAD salah satunya dengan menetapkan Perda Nomor 3/2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini menjadi landasan dalam rangka upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah. 
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Untuk itu Bupati mengajak terus bersinergi untuk meningkatkan Pendapan Asli Daerah 

(PAD) khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah. 

Dirinya berkeyakinan penerimaan dari sektor PBB-P2 masih dapat dioptimalkan, 

apabila semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan dengan 

berbagai sarana seperti menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada dengan 

pemutakhiran data objek pajak dan subjek PBB-P2. 

Selain itu, melakukan pendataan objek pajak baru, memverifikasi objek yang 

mengalami perubahan peruntukan serta perbaikan kesalahan data pada objek pajak di semua 

kecamatan, 

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru H. A. 

Rusman Rustan S.STP.M. Si melaporkan bahwa, penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2 

tahun 2024 dilaksanakan lebih awal sebagai bentuk komitmen Bapenda. 

Dikatakan, upaya maksimal terus dilakukan meminimalisir segala bentuk 

deviasi,terutama pada saat penyerahan SPPT sehingga pada dua tahun terakhir ini penyerahan 

SPPT dilakukan lebih cepat dari sebelumnya sehingga realisasi penerimaan dapat kita capai 

sesuai target. 

Dirinya juga melaporkan bahwa terhadap kolektor yang realisasi penerimaannya 

mencapai 90% sebelum jatuh tempo diberikan reward. 

Selain itu katanya, terhadap Desa/Kelurahan dengan kategori Capaian persentase 

tertinggi dengan Ketetapan diatas Seratus Juta Rupiah juga diberikan reward tambahan. 

Turut hadir, Plt Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum, Syamsir S. IP. M. 

Si,Kepala BKAD Abu Bakar S. Sos. M. Si. Kadis PMD, PPKB, PPPA, Para Camat se 

Kabupaten Barru,Para Kepala Desa dan Lurah se Kab Barru. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sulsel.fajar.co.id/2024/03/19/realisasi-pbb-meningkat-bupati-barru-terima-kasih-

bapenda/ 19 Maret 2024; 

2. https://parepos.fajar.co.id/2024/03/bupati-barru-serahkan-sppt-dan-dhkp/ 19 Maret 2024. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 huruf a meliputi: 

a. pajak daerah; 
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b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. 

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan 

Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan 

Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 


